
 
 
 

 
 

 
PERATURAN  MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

 
NOMOR 60 TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS  DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang  :                          
 
 
  
 
 
                                                    
                                              
                                                 
Mengingat    :        
   

a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam rangka pelaksanaan 
tugas dan fungsi Kementerian Sosial Republik Indonesia perlu disusun 
kembali Pedoman Tata Naskah Dinas; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang 
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial 
Republik Indonesia; 

 
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);  

3. Undang-Undang    Nomor    24   Tahun   2000 tentang Perjanjian 
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000    
Nomor 185,  Tambahan   Lembaran    Negara    Republik Indonesia 
Nomor 4012); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan 
Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5035);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan 
Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
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